
WALi KO'l 'A LUl3UKLINGGAU 

PROVINS! SUMATl!..RA SELATAN 

PERATURAN WAI.I !\OTA KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOI~ 8 TAI IUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

D~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUKLTNGGAU, 

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi Pendapatan 
Daerah pada komponen Dana Perimbangan, Pendapatan 
Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
serta perubahan Anggaran Belanja pada Organisasi 
Perangkat Daerah yang anggarannya belum cukup tersedia 
dan/atau belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka 
Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
Lubuklinggau tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 
Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembcntukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

4114); 

2. · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Le-mbaran Negara Republik Indonesia ~ahun 20~3 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor4286); 



3. 

4. 

5. 

Undang-Undang N 
Perbendahara omor 1 Tahun 2004 tentang 
Indonesia Ta~~n N;gg~a N (Lembaran Negara Republik 
Neg R . omor 5, Tambahan Lembaran 

ara epubhk Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perenc~naan Pembungunan Nasional (Lernbaran Ne ara 
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambfhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penm~angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

8. 

9. 

10. 

5679); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

198); 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara8:-° 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N~mor 48, 
T bahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4
am

2 
se ·mana telah diubah dengan Peraturan 

~jrinta~mor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan Umum 
Le 11J1L1r•n N RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lem N R publik lndoncs1 Nomor 5340); 

11 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informosi Keuangan Daemh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Nepra Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, 
Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 

. ) 



Menetapkan 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2019 Ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Nomor 13 Tahun 2006); 

24. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah 
Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019); 

26. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2020 (Berita Daerah Kota 
Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2019); 

27. Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2020 (Serita Daerah Kota Lubuklinggau 
Nomor 46 Tahun); 

MEMUTUSKAN : ., 

PERATURAN WALi KOTA LUBUKLINGOAU TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA 
LUBUKUNOOAU NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANO 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. ,. 



Pasall 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 pada Lampiran I Ringkasan APBD, Lampiran I.a Ringkasan 
APBD berdasarkan Rincian Obyek, Lampiran II Pe!ljabaran APBD pada 
Organisasi Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal2 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota Lubuklinggau ini dalam Serita Daerah. 

Diundangkan di Lubuklinggau 

Pada Tanggal 

Ditetapkan di Lubuklinggau. 
pada tanggal 

t WALi KOTc'A~U=B=U=KL:::IN<r3AU,t , 

~ H.SN.P A P'llfRA SOHE (. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUIWNGOAU. 

~ 
- H. 

JIOMOR I 


